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Ruang Lingkup, Tugas & Fungsi

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penjaminan
higiene sanitasi

Kesehatan Masyarakat Veteriner :
Segala urusan yang berhubungan
dengan hewan & produk hewan yang

penjaminan keamanan
produk hewan melalui
pengawasan dan

secara langsung atau tidak langsung Pembinaan
mempengaruhi kesehatan manusia”
penerapan
standardisasi &

*))UU No 18 /2009 juncto UU No 41/
2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

*)PP N0.95/2012 tentang Kesmavet
dan Kesrawan

sanitari

Pencegahan, pengendalian &
penanggulangan zoonosis

pengawasan & penerapan
prinsip-prinsip
kesejahteraan hewan

‘




Komitmen Pemerintah Dalam
Mendukung Kesejahteraan Hewan

{5
" 1. Dukungan penandatanganan

| Universal Declaration on Animal
Welfare (UDAW) oleh Menteri =
Pertanian pada sidang umum PBB
pada 10 Mei 2013

2. Pembentukan Struktur organisasi yang
menangani Kesejahteraan Hewan

3. Dukungan penguatan regulasi (ex :
Regulasi Nasional, GAHP ASEAN,
kontribusi dim panduan WOAH)

4. Melindungi masyarakat dan
pemenuhan kebutuhan produk hewan
dalam negeri yang terjangkau



Pembagian Urusan Kewenangan Kesejahteraan Hewan

*

Kementan*

*)Kesrawan pada hewan
budidaya(farm s/d
pemotongan)

*)kesrawan hewan
kesayangan

*JKesrawan Hewan jasa

*)Kesrawan Hewan
Laboratorium

KLHK*

Kesrawan Pada Satwa
Liar (konservasi)

a. Exsitu (diluar habitat
asli) : kebun binatang,
taman safari, taman
satwa umum, satwa
khusus, museum
Zoologi.

b. Insitu (habitat asli):
cagar alam, suaka
margasatwa, taman
nasional, dan hutan
lindung ->selama ada

campur tangan dengan

manusia
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KKP*

Kesrawan pada Satwa
Aquatik

1. Ikan budidaya:
a. Budidaya
b. Transportasi

c. Slaughter
(pemingsanan&
pematian)

2. Hewan aquatik lainnya

- Tanggung jawab
bersama-sama, bersama
dengan masyarakat



Perkembangan Regulasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia

Staatsblad Nomor 614 tentang Petunjuk mengenai pemotongan hewan dan pemotongan hewan besar betina bertanduk

KUHP, Bab XIV — Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 302

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1/1946 Rl tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

Undang — Undang No. 41 Tahun 2014 tentang
Wilayah Republik Indonesia Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Pasal 22 — Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan hewan pasal 66-67 terkait Kesejahteraan Hewan

® ® °

Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

1938 1958 1967 - - 1990 1999 - - 2009 - - 2012 2013 - -

2015

SNI/ISO 34700/2016
“Animal welfare
management —

General requirements
and guidance for
organizations in the
food supply chain”

Adopsi identik SNI

2016/2021

1990 /1999 ZOTl3

2014 2015

!

Menteri pertanian memberikan dukungan terhadap deklarasi universal

kesejahteraan hewan (UDAW) di sidang umum PBB pada 10 mei 2013

Peraturan lainnya terkait penerapan Kesrawan di bidang Karantina, Konservasi, dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-11/2006 tentang Lembaga Konservasi

Peraturan Dirjen PHKA No. 09/IV-set/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi
Undang-Undang No 31/2004 Jo Undang-Undang No 45/2009 tentang Perikanan

Peraturan Menteri KP No 6/2020 tentang Kesejahteraan hewan ikan pada ikan budidaya
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Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
114/2014 tentang
pemotongan hewan
kurban

?

2023

?

UuU 1/2023
ttg KUHP
(revisi)

Permentan 37/2015 tentang Cara Produksi
Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak
yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan
Hewan




Tantangan & Fokus Kesejahteraan Hewan

Fokus Pemerintah

eseiah y Fokus Pemerintah Melindungi pemenuhan
esejanteraan Hewan Mengatasi masalah gizi kebutuhan masyarakat u/
Dapat digunakan sebagai buruk/stunting & mendapat harga yang
alat penjajahan baru kurang pangan terjangkau
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Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan Fokus Pemerintah
Dapat sebagai alat Bagian yang tak Mendapatkan Produk
hambatan perdagangan terpisah dari proses yang berkwalitas (ASUH)

negara produksi (farm)



Strategl Nasional Kesejahteraan Hewan
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i vso.kshop for OIE Focal Points for Animal Welfare
f of Asia and the Pacific
e #NBVEMber 2019

Step 1

Kementerian Pertanian merupakan satu- Pengembangan
satunya organisasi pemerintah yang Standar
memiliki struktur organisasi yang menangani SBET(Z . Kesejahteraan
kesejahteraan hewan sesuai lingkup Edu as! dan Hewan
kewenangannya Capacity

STEP 3 Building

Komunikasi

dengan
STEP 4 pemerintah,
standar dan
kesejahteraan masyarakat
hewan dan

kebijakan Adopsi : WOAH Animal Welfare Strategy



Apa yang sudah dilakukan?

Fasilitasi ekspor, NKV, mensuport
penerapan GAHP ASEAN.

Isu public perdagangan daging
anjing, penganiayaan hewan,
KAP Survei, dIl.

1. Mendukung Iklim usaha
peternakan yang kondusif

2. Merespon isu public
(Animal welfare)

Bersama masyarakat,
LSM, anak sekolah,
peternak, Perguruan
tinggi, dll

7. Rapat Koordinasi
Nasional
Kesejahteraan hewan
(setiap tahun sekali &

. Penyelenggaraan fasilitas yan
tematik) e yan

mendukung dibidang perternakan
(UPT pemerintah), kapal ternak,
sarana hewan lab, fasilitasi
shelter kebencanaan, dll

Menyusun regulasi/panduan-

6. Pengawasan/pembinaan panduan kesejahteraan hewan

serta advokasi AW
Pengawasan/pembinaan AW Unit
Usaha, peternaka, shelter hewan,
tempat pemeliharaan hewan, RPH,
dll



ERINTAH (Lintas KIL)
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